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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap cagar 

budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka dalam bab ini peneliti 

dapat menyimpulkan berdasarkan fenomena di lapangan guna 

menjawab rumusan masalah yang telah di terangkan di awal 

yaitu : 

1. Upaya perlindungan cagar budaya oleh Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah masih pada 

tahap awal, yaitu sebatas pendataan dan inventarisasi sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Perlindungan yang 

lebih komprehensif, seperti pemeliharaan, pengamanan, dan 

pengelolaan berkelanjutan, belum terlaksana secara optimal. 

Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, belum 

adanya peraturan daerah khusus, serta minimnya sumber 

daya manusia yang kompeten, sehingga efektivitas 

perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten 

Bengkulu Tengah belum maksimal. 

2. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, perlindungan cagar 

budaya merupakan bagian dari tanggung jawab negara 

dalam menjaga kemaslahatan umum dan melindungi harta 



84 

 

 

 

milik publik demi kepentingan generasi sekarang dan 

generasi yang akan datang. Oleh karena itu, belum 

optimalnya perlindungan cagar budaya di Kabupaten 

Bengkulu Tengah menunjukkan perlunya penguatan peran 

negara dan pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip 

keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan sebagaimana 

diamanatkan dalam nilai-nilai Siyasah Dusturiyah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan 

agar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah segera menyusun 

dan menetapkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur 

perlindungan cagar budaya sebagai landasan hukum yang lebih 

kuat di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan 

dapat mengalokasikan anggaran khusus yang memadai untuk 

mendukung kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian 

cagar budaya secara berkelanjutan. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu 

Tengah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerjanya 

tidak hanya dalam aspek pendataan dan inventarisasi, tetapi juga 

dalam pelaksanaan perlindungan fisik, pengamanan, serta 

peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

pelestarian cagar budaya dan sanksi hukum yang berlaku. 

Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan 

juga perlu dilakukan agar pelaksanaan perlindungan cagar budaya 

dapat berjalan secara lebih efektif. 
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Selanjutnya, masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya 

diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan 

cagar budaya dengan tidak melakukan tindakan perusakan serta 

turut serta dalam kegiatan pelestarian yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun lembaga terkait. Kesadaran dan partisipasi 

masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga 

keberlanjutan cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas 

budaya daerah. 

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pengembangan untuk 

penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

cagar budaya, baik dengan pendekatan yuridis, sosiologis, maupun 

perspektif hukum Islam, sehingga kajian mengenai pelestarian 

cagar budaya dapat semakin komprehensif dan mendalam. 
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